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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
' KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 440/ 2970 /IX /2021
TENTANG
. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 440/ 51 /1 /2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu dilakukan
penyesuaian untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan
sistem akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah,
diperlukan adanya Rencana Aksi Kinerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Aksi Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/51/1/2021 Perubahan
Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 80);

. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9};

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 200);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Sukoharjo Nomor 440/51/1/2021 tentang Penetapan
Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Peatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan  Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo ini.

Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk
menyusun evaluasi pencapaian kinerja.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal September 2021

KEPALA -BADAN KEPEGAWAIAN,
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Lampiran : Keputusan Kepzala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo

Nomor :440/79 %% /IX/2021
Tanggal September 2021
RENCANA AKSI KINERJA TH. 2020
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TARGET KINERIA JADWAL KEGIATAN
SASARAN | INDIKATOR SASARAN PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR TARGET |RENCANA ANGGARAN (Rp.) PENANGGUN KET
STRATEGIS| KINERJA dan SUB KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN AKSI G JAWAB TRL TR2 p— RS
TR1| TR2 | TR3 |TR4
1 |2]|3]a]s[e[7]8]9]wl1]n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Penunjang SEKRETARIS
Urusan Pemerintahan
Meningka Daerah
tnya KabupatenfKota -
Kualitas | NilalAKIP [ 0 | 0 | O |68 |Perencanaan,
Aparatur Penganggaran, dan
dan Evaluasi Kinerja
Pelayana Perangkat Daerah
n Publik vV |V |V
1. Penyusunan Penyusunan 2 dok 55.281.300
Dokumen Renstra dan
Perencanaan Renja
Perangkat Daerah
vV [V |V
2. Koordinasi dan Dokumen RKA |1 dok 6.579.600
Penyusunan SKPD
Dokumen RKA-
SKPD v v v
3. Koordinasi dan Dokumen 1 dok 6.850.200
Penyusunan Perubahan RKA
Dokumen SKPD
Perubahan RKA-
SKPD v v Iv




4. Koordinasi dan Dokumen DPA |1 dok 2.899.800
Penyusunan DPA-
SKPD
5. Koordinasi dan Dokumen 1 dok 2.999.800
Penyusunan DPPA
Perubahan DPA-
SKPD
6. Koordinasi dan Bahan LKJiP, {1dok 32.000.000
Penyusunan LPPD, dan LKP)
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Program Penunjang SEKRETARIS
. Urusan Pemerintahan
Meningka
tnya Daerah
Kualitas _ Kabupaten/Kota -
Nilai AKIP 68 |Administrasi Keuangan
Aparatur
Perangkat Daerah
dan
Pelayana
n Publik
) 1. Penyediaan Gaji |Penyediaan |12 bulan 17.281.580.000
dan Tunjangan ASN {gaji dan
tunjangan bagi
PNS dan CPNS
2. Pelaksanaan Tersedianya {17 orang 318.589.000
Penatausahaan dan|jasa
Pengujian/Verifikas |administrasi

i Keuangan SKPD

keuangan




3. Koordinasi dan Tersedianya 1dok 4.989.800
Penyusunan laporan akhir
Laporan Keuangan |tahun
Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Tersedianya 12 dok 4,999,800
Penyusunan laporan
Laperan Keuangan [keuangan yang
Bulanan/Triwulana {lengkap
n/Semesteran
SKPD
. Program Penunjang
Me k
tny:mg . Urusan Pemerintahan
Kualitas Da:r ah
Aparatur Nilai AKIP 68 Ka upaten/Kota -
dan Administrasi
Pelavana Kepegawaian
n Pu‘ti::ik Perangkat Daerah
1. Pengadaan Pakaian [Tersedianya |41 orang 34.675.000
Dinas beserta pakaian dinas
Atribut pegawai
Kelengkapannya
2. Pendidikandan  [Terselenggaran|114 orang 323.750.000

Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

ya Bimtek Adm
Kepegawaian

Terselenggaran
ya Bimtek
Peraturan
Kepegawaian

9B orang




rVTETITIEKS

minum

Program Penunjang SEKRETARIS
tnya. Urusan Pemerintahan
Kualitas Daerah
Aparatur | Nilai AKIP 68 |Kabupaten/Kota -
sa:L na Administrasi Umum
elaya
Perangkat Daerzh
n Publik &
1. Penyediaan Terwujudnya (304 37.190.000
Peralatan Rumah |lingkungan meter
Tangga kantor yang persegi
bersih dan
nyaman
2. Penyediaan Bahan |Tersedianya 640 orang 57.000.000
Logistik Kantor makan dan
minum
Tersedianya S&jenis
alat dan tulis
kantor
3. Penyediaan Barang |Tersedianya 201000 60.000.000
Cetakan dan barang cetakan]lembar
Penggandaan
Tersedlanya  |125.000 i
barang lembar
penggandaan
4, Penyediaan Bahan |Tersedianya |2 paket 7.490.000
Bacaan dan buku
Peraturan perpustakaan
Perundang-
undangan
5. Fasilitasi Kunjungan|Tersedianya 133 orang 1.995.000
Tamu makan dan




6. Penyelenggaraan |Tersedianya 190 kali 108.246.000
Rapat Koardinasi  |fasilitasi untuk
dan Konsultasi rapat
SKPD koordinasi ke
dalam maupun
luar daerah
Program Penunjang SEKRETARIS
: Urusan Pemerintahan
Meningka Daerah
tnya. Kabupaten/Kota -
Kualitas | ilaj akip 68 |pengadaan Barang
dA:; ratur Milik Daerah
Pelayana Penunjang Urusan
n Publik Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel llenis mebel 1jenls 20.000.000
vang dibeli
2. Pengadaan Jenis Peralatan |3 jenis 98.375.000
Peralatan dan dan Mesin
Mesin Laianya Lainnya yang
dibeli
Program Penunjang SEKRETARIS
Urusan Pemerintahan
Meningka Daerzh
tnya Kabupaten/Kota -
Kualitas | Nilal AKIP 68 Penyediaan Jasa
Aparatur Penunjang Urusan
dan Pemerintahas Daerah
Pelayana

n Puhlik




1. Penyediaanlasa [Diterimanya [8.000 5.995.000
Surat Menyurat surat masuk  [surat
dan keluar
2. Penyediaanlasa {Tersedianya }[12bulan 6.000.000
Komunikasi, biaya telepon
Sumber Daya Air
dan Listrik
3. Penyediaanlasa |Terbayarnya [1Zbulan 54.975.000
Pelayanan Umum (jasa Tenaga
Kantor Harian Lepas
Terbayarnya |1 paket
jasa publikasi
Program Penunjang SEKRETARIS
. Urusan Pemerintahan
Meningka Daerah
t
nya;. Kabupaten/Kota -
:u::::zr Nilai AKIP 68  |pemeliharaan Barang
d:n Milik Daerah
Pelavana Penunjang Urusan
v . Pemerintahan Daerah
n Publik
1. PenyediaanJasa |Terlaksananya |35 unit 159.989.000

Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal




2. Pemeliharaan Terlaksananya |3 jenis 34.965.000
Peralatan dan kegiatan
Mesin Lainnya pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya |4(unit
kegiatan
pemeliaraan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Program Kepegawalan
. Daerah - Pengadaan,
tMn::mgka Pemberhentian dan
Kualitas | ilai AkiP P i
Aparatur Kepegawaian
dan
Pelayana
n Publik
1. Penyusunan Terbitniya buku |5 buku 100.605.900 [MUTAS!
Rencana peta jabatan
Kebutuhan, Jenis
dan Jumlah Jabatan
untuk Pelaksanaan |Terbitnya 5 buku
Pengadaan ASN  |dokumen
kebutuhan
Formasi ASN
2. Koordinasi dan Terlaksananya |5.000 1.547.889.000 |MUTASI
Fasilitasi penyelenggara |orang
Pengadaan PNS an Ujian Seleksi
dan PPPK CPNS dan PPPK




Koordinasi
Pelaksanaan
Administrasi
Pemberhentian

Terbitnya SK
Pemberhentian
dan SK Pensiun
PNS

500 5K

199.812.000

MUTASI

Pengelolaan Sistem

informasi
Kepegawaian

Terselenggaraa
nya bimtek
tata naskah
dinas bagi
CPNS

1
kegiatan

227.050,000

PIDA

Terselenggaran
ya bimtek e-
personal bagi
CPNS

2
kegiatan

Tersusunnya
aplikasi
SIMPEG

1 aplikasi

Tersusunnya
aplikasi
Presensi PNS
Kab. Sukeharjo

1 aplikasi

Tersusunnya
data file
pegawaiftata
naskah
pegawal

7.500
data

5. Pengelolaan Data

Kepegawaian

Terbitnya buku
profil
kepegawaian
tahunan

10rbuku

35.084.000

PIDA

Terbitnya DUK

3 buku




Terbitnya
laporan
kepegawaian
bulanan

120 buku

Terbitnya surat
pemberitahuan
KGB

3.700
surat

6. Evaluasi Data, Terselenggaran|1 21.491.000 {PIDA
Informasi dan ya rakor kegiatan
Sistem Informasi  |evaluasi KGB
Kepegawaian
Meningka |Persentase Program Kepegawaian
tnya Admnistras Daerah - Mutasi dan
Kualitas |i 25 1 26 | 25 | 25 |PromosiASN
Manajem |Kepegawai
en ASN  |an Daerah
1. Pengelolaan Mutasi{Terlaksananya |40:JPT 1.142.890.000 |MUTASI
ASN kegiatan
Seleksi Terbuka
Jabatan Tinggi
Terlaksananya |1.000
Sumpah Janji |orang
Pelantikan
Terlaksananya |12
Tim Baperjakat |kegiatan




2. Pengelolaan Tetbitnya SK  {1.000 SK 146.312.000 |MUTASI
Kenaikan Pangkat |Kenaikan
ASN Pangkat
Fungsional dan
Non Fungsional
Terselenggaran |2
ya Rakor kegiatan
Kenaikan
Pangkat
Terselenggarak |2
annya kegiatan
Sosialisasi
Kenaikan
Pangkat bagi
Fungsional
tertentu
3. Pengelolaan Terbitnya Sk [700 SK 44.686.000 | MUTASI
Promosi ASN Mutasi
Program Kepegawaian
Daerah - Penilaian dan
Meningka |Persentase Evaluasi Kinerja
tnya Admnistras| 25 | 25 | 25 25 |Aparatur
Kualitas {i
Manajem |Kepegawai
en ASN [an Daerah
1. Pelaksanaan Terlaksananya |40:OPD 329,820.500 |PDA
Penilaian dan pembinaan
Evatuasi Kinerja proses e-
Aparatur kinerja
pegawai
2. Pengelolaan Terbitnya hasil |12 bulan 161.310.000 |PIDA

Pemberian

Penghargaan Bagi

Pegawai

perhitungan
TPP PNS




Terbitnya Izin
Cuti

4.000
lembar

Terbitnya Kartu
Pegawai

100 kartu

Terbitnya Kartu
Suami/lstri

200 kartu

Terbitnya Kartu
TASPEN

500 kartu

Pengelolaan Tanda
Jasa Bagi Pegawai

Terbitnya
Piagam
Penghargaan
Satya Lancana

100 SK

10.340.000

PIDA

. Pembinaan Disiplin
ASN

Pemantauan
Pegawai pada
jam kerja

14 kali

122.200.000

PIDA

Pengembangan
Aplikasl e-
presensi

1 aplikasi

Rapat
koordinasi
kepegawaian

131 orang

Sosialisasi
peraturan
kepegawaian

131 orang

Pengelolaan
Penyelesajan
Pelanggaran
Disiplin ASN

Terbitnya
Keputusan
Hukuman
Disiplin

4 5K%

43,425,000

PIDA




6. Pelayanan Proses [Terbitnya 165K 17.000.000 |PiDA

Izin Perceraian keputusan atau
Pegawai surat
keterangan
untuk
melakukan
perceraian
vV |V |V
Program (0t v! vt rrr1rrurrrrrr
Pengembangan
Persentase Sumber Daya Manusia
Pengemba Pengembangan
ngan Kompetensi Teknis
Meningka Kompetens
tnya i Teknis
Kualitas serta
Manajem |Kompetens
enASN i
Manajerial
dan
Fungsional
yang
terlaksana 25 25 25 25 vV |V [V
1. Penyelenggaraan |Terkirimnya 266 orang 1.000.000.000 |DIKLAT

Pengembangan pelatthan
Kompetensi Teknis |teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi
Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerzh
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintghan
Umum




2. Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi,
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi
Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum

Tercapaimya
pengiriman
atau
penyelenggara
an diklat teknis

266 orang

20.000.000

DIKLAT

Program
Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional




Penyusunan
Kebijakan Teknis
dan Rencana
Sertifikasi
Kompetensi,
Pengelolaan
Kelembagaan,
Tenaga
Pengembang
Kompetensi,
Sumber Belajar,
Kerjasama,
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Daerah,
labatan Pimpinan
Tinggi,

Kepemimpinan dan
Prajabatan,Sertajab

atan Fungsional

Terbitnya surat
izin belajar,
surat
keterangan izin
belajar, surat
keputusan
tugas belajar,
surat
keterangan
memiliki ijazah,
surat
keterangan
penggunaan
gealr akademik

250 5K

398.575.800

DIKLAT

Terkirimnya
ujian dinas

6Crorang

Terkirimnya
UKPPI

15.orang

Terselenggarak
annya
assesment

326 orang




Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan,
dan Prajabatan

Terkirimnya
diklat
fungsional

2 orang

3.971.771.600

CIKLAT

Terkirimnya
pelatihan
kepemimpinan
administrator

5 orang

Terkirimnya
pelatihan
kepemimpinan
pengawas

2 orang

Terkirimnya/Te
rlaksananya
pelatihan dasar
{Latsar) hagi
CPNS

415 orang

Terlaksananya
pelatihan
kepemimpinan
pengawas

30orang




Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi,
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Sertifikasi,
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Tenaga
Pengembang
Kompetensi,
Pengelolaan
Sumber Belajar,
dan Kerjasama,
serta
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi,
Kepemimpinan,
dan Prajabatan

Evaluasi Diklat

...................................

Monitoring
Diklat

5 kali

20.000.000

DIKLAT




